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PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERIODE TAHUN 2023-2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

a. bahwa Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat disusun sebagai tindak laniut
ditetapkannya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2O23-2O26;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/9/M.Pan/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

lndikator Kineria Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Kotawaringin BaraL

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat ll di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) jo.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Katinga& Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kabupaten

Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,

Kabupaten Pulang Fisau, Kabupaten Murung Raya Kabupaten
Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 21421);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2,14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5657) dan
diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20L5
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kineria Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/9/M.PN{/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/20/M.PAN/1,1/2008 tentang Petunjuk Penyusunan

Indikator KinerjaUtama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birolcasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian

kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan langka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan langka Menengah Daerah, Dan Rencana Keria

Pemerintah Daerah fBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diperbaharui
melalui Keputusan Ment€ri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Indikator Kineria Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Kotawaringin Barat Tahun 2023'2O26 yang selanjutnya disebut dengan IKU

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat secara

rinci adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
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13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan fangka Panjang Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun ZO0S-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Kalimanan Tengah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun

202L tentang Rencana Pembangunan langka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 202l-2026 fLembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 202L Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan fangka Paniang Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021

Nomor 2J;

17. Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor

45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesahran Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Baraq

18. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 @nt:,ng Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-

2026;
19. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2022

tentang Penetapan Rencana SEategis Perangkat Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.



KEDUA

KETICA

IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran
kineria yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan Rencana Kinerja

Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun

dokumen Perjanjian Kineria, menyusun Laporan Akuntabilitas Kineia
serta melakukan evaluasi pencapaian kineria sesuai dengan dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

Keputusan ini berlaku seiak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka

akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal Agustus 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat

Drs. EDIE FAGANTI
Pembina Tkl IVlb

NIP. 19650802 199403 1 010
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 300/25/Kesbang.t/2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINER.'A UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT PERIODE TAHUN 2023-2026

SUSI'I{AI{ KEAI| G(I(YTAAI$ TIIU PETETAPAI{ IXDII(ATOR I{T[ER.'A UTAUA
(IKUI DI LINGKT I{GAI{ BADAIf IODSATUAn BAr[cSA DAI{ POLTTIK

XABI'PATEI| KOITAWARITGIT BARAT
PERIODE TAIIUil 2CY2S -2U26

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat

DTs. EDIE FAGANTI
Pembina Tkl IVlb

NIP. 19650802 199403 1 010
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KEPALA BADAN KESATUAN BANCSA DAN POLITIK

SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA

KEPAT.A BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN
KARAKTER BANGSA

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NECERI

KEPAL,A BIDANG KETATIANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA,
AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

KDPAL,q BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL
PENANGANAN KONFLIK

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

DAN

PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH AHLI MUDA

SELURUH PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI
MUDA

PENANC,GUNGJAWAE}

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGCOIA

ANGCOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGC,OTA

/^/
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Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawariryin Barat

Nomor, 3}Olz1lKesbanA.Uzoz?

Tanggal , Fguflts 2022

Viri Pcmbangunan Dacrah

Misi Pcmbaruunan Dacrah

TuSar pokok

Frrngsi

TNDIKATOR KTNESA UTAM (rKr.J)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIX KAB.XTW,BARAT

TAHUN 2023-2026

'Kota},arinSin Bffat yang Aman, Maju dan scjahtcra Mandiri. Dcmotratis dan bcrkcadilan.'

llisi IIL Mewujudkan masyarakat kobar yang aman dar demokratis.

Badall Kesatuan Bangsa dan Politikbertugas membantu Bupati dalan mclaksarulan tugas di bidang kesatuan barrgsa da politik.

l. P€rumusan kebijakar tcknis di bidalB Kesatuan Bangsa dan Folitik di wilayah lGbupaten sesuai dcngan ketentuar pemturan Perundang-urrdangan.

Prlaksanaan kebijalan di bidary pcmbinaan id€ologi Parcarila dan wawasan kebangsaan. pcnyelenggaraan politik dalam rregeri dan tchi&rpan

dcmokrasi, pcmeliharaan ketaharun ekonomi, sosial dan budaya pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat bcragaxw, ras, dnn golongarr

lainnya pcmbinaa,n dan pemberdayaan organisasi kcmasyarakatan scrta pclakarraan kcwaspadaan nssional dan penanglarar konflik rcsial di wilayah

k bupaten sesuai dcngar kerentuan pcraturan perutldang-urtdangarr.

Pelaksanaan kmrdinasi di bidang pembinran idcologi Fancasila dan wawasan kcbaryssan, pcnyelenggaraan politik dalam ncgeri &n kehidupan

dcmokrasi, pemeliharaan kctahanan ekonomi, sosial dan hrdaya, pembinaan kerukunan antarsuku dalr intra suku, umat bcragama ras. dan golorrgau

lainnya fasilitasi orSanisasi k€mrsyarakatarl serta pclaksaraan kcwaspadaan nasional darr penanganarr konflik sosial di wilryah kabupalcn sesuai dcrrgan

kctentua"n pcraturafl perundarg-undangar.

Pelaksanaan evaluasi dan pclaporan di bidarg pembinaan ideologi Paucarila dan wawasan kebalgsaar! penyelengSaraan politik dalam ncgeri dar

kehidupan demokrasi. pcmcliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan bludaya, pembinaarr kerukunan antarsuku dan intra suku, unrat beragarna ras, dor

golongarr lairrnya fasilitasi organisasi kernasyarakatan. scrta pelaksanaafl kewaspadaan nasional dan penftrganan konflil sosial di wilayah knbupaten

scsrai dcngan ketcntuatr peraturan perurdang-undangan.
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Pelalsanaan Failitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten.

Pelaksanaan Administrati Kcsck etariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pclaksanaan tun8si lain yang diberikan oleh Bupati.

SASARAN STRATECIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN fORMULAST PERHITUNGAN/PINJELASAN PENANCGUNGJAWAB SUMBER DATA

i z 3 4 5 6

Meningkatnya Peran Serta Stakeholder

Dalam Pencetahan Ancaman,

TantanSan, Hambatan dan Gangguan

Persentase peran s€rta strkeholder dalam
pencegahan ancaman, tantanSan, hambatan
dan gangguan

% Jumlah stakeholderyang berperan serta dalam
pencegahan ancaman, tantanSan, hambatan dan

ganSSuan

Iumlah stakeholder
x 100%

Badan Kesatuan BanSsa
dan Politik

Laporan Capalan
KinerJa Badan
Kesatuan Bangsa
dan Politik

Pang.kalan Bun. Agustus 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLMIK

KAB. KTW. BAf,AT

Drs. EDIE IAGANTI

NIP 19650802 I99403 I OIO
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